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ABSTRAK 

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah 
persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas 

dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, 

keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat. Namun, terkadang masih 
terdapat kesalahan dalam pencatatan perkawinan tersebut. Dan kesalahan sekecil apapun 

dalam buku nikah bisa menimbulkan implikasi pada orang yang bersangkutan tersebut di 

kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri 

Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan terkait perubahan 
data identitas dalam buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura 

dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 

20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan terkait perubahan data identitas dalam buku 
nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura. Jenis penelitian yang 

digunakan penulis kali ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dengan kata lain 

merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, yang mengkaji 
ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan metode kualitatif dan induktif. 

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data-data yang dikumpulkan dari 

wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Selanjutnya 
penulis menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan 

teori dan hukum yang sesuai lalu ditarik kesimpulan. Dalam hal penerapan Peraturan 

Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Martapura masih belum optimal. Terdapat beberapa perbedaan antara 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dengan yang diterapkan pihak 

KUA Kecamatan Martapura dalam melakukan perbaikan perubahan kesalahan data 

identitas dalam buku nikah. Dalam hal pengadministrasian dan pengarsipan berkas 
pengajuan perbaikan perubahan kesalahan data identitas dalam buku nikah tidak sistematis. 

Untuk kendala dalam penerapannya yaitu pada masyarakat yang tidak lengkap dalam 

mengajukan berkas persyaratan dan kekurangan sumber daya manusia atau pegawai yang 
bekerja di KUA Kecamatan Martapura. 
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